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PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.
UNIT KERJA: PROCUREMENT & LOGISTIC OPERATION DIVISION

SURAl PERINTAH KERJA (SPK~

PEMBELIAN : SRI PO Eks Its & Jasa

TANGGALSPK: ( 15Februari2024

Penugasan lni dijamin dengan surat jaminan pelaksanaan yang ~ oIeh Bank Umurn (kecuali BR1) atau
rusaf:taan asuransl kerugian, dengan nitai jaminan sebesar 5% dati total ntlai pekerjaan atau

Rp.107.508.495,.{Seratus Tujuh Juta lima RaWs Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah
engBn }angka waktu 90 (Sembitan Puluh) han kaleoder sejak tanggal SPK

1. Perangkat Headset
Penugasan ini dijamin dengan sural jaminan pemeliharaan yang dikeluar1l;an oIeh Bank Umum (kecuali BRI) ala
perusahaanasuransi kerugian, dengan nilai jaminan sebesar 5% dati total nita; pekerjaanatau sebesa
Rp.30.405.120,- {TIga Puluh Jl(ta Empat Ratus Lima Ribu Seratus Oua Puluh Rupiah, dengan jangka wale!
24 (Dua PuJuhEmpat)bulan sejak langgal Serah Terima Sarang.
Perangkat Avaya
Penugasan int dijamin densan surat jaminan pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (keeuali SRI) alau
perusahaan asuransi kerugfan, dengan nilai jamlnan sebesar 5% dan total nHai pekerjaan alau sebesa
Rp.77.103.375,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Tlga Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan
an ka waktu 12 (Dua Belas) bulan se'ak tan al Serah Tenma Baran

1. Seluruhdokumentasl dan surat menyurat terkait dengan proses pengadaan barang yang menjadi objek
yang dipersyaratkan balk sebelum dan sesudah diterhitkannya SPK inl merupakan satu kesatuan dengan
dokumen in\.

2. Pelaksana Pekerjaan menjamin bahwa harya final yang diberikan ke SRI merupakan harga terbaik basi
BRI.

3. Pelaksana Pekerjaan wajib menandatangani SPK ini di atas materai Rp.10.000,- beserta lampirannya dan
mengembalikan kepada BRI beserta Pakta Integritas, Jamman Pelaksanaan dan Asli Form TKDN. Apabila
Pelaksana Pekerjaan tldak mengembalikan SPK, Pakta Integritas, Jaminan Pelaksanaan dan AsH Form
TKDN maka SPK lnl menjadi bataL
SPK inl mulal ber1aku dan meng'lkat SRI dan Pelaksana pekefjaan se}Sk \anggat diterbttkaMya SPK.
Seluruh jaJaran BRI tidak diperkenankan menerima dari dan/atau meminta kepada Pelaksana Pekerjaan
dalarn bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak lang sung dengan SPK inl, baik pada saat ini
maupun sast yang akan datang, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang secara jela5 telah
ditenwkan dalam SPK ini.

6. Petaksana Pekerjaan dilarang unwk memberikan/ menjanjikan pemberia.n dalam bentuk apapun kepada
BRI, baik yang bel1lailan langsung maupun tidak lang sung dengan SPK im, balk pada .saat ini mau.pun saat
yang akan datang, diluar dari biaya-biaya -atau pembayaran-pembayaran yang secara Jeras tetah dttentukan
dalam SPK inL

7. Apabila terdapat pemberian delam benwk apapun dan ~e.laksana .Pekerjaan kepada jajaran SRI yang
terkai! langsung maupun tidsk langsung dengan SPK 1m yang tldak seharusnya dllakukan menurut
ketenluan, syaral perjanjian dan/alau ketentuan hukum yang berlaku, maka BRI berhak melakukan
peninjauan ulang atas keberlangsungan kerjasama ini.

8. Petaksana Pekerjaan menjamin bahwa penunjukan ybs. 5ebagai petaksana peker}aan dan dalam
melaksanakan pekerjaan mengedepankan pnnsip profesionalltas, Good Corporate ~vemance (GCG) dan
bebas dan unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan segala benwk penYlmpanganJ keeurangan
berupa maniputasi harga baik penggelembungan (mark up) m~upun mengu~ngi ~ma~ down), pr~yek flkt~,
pematsuan identitas PeJalcsana Pekerjaan, dan baran9l}asa dl bawah speslfikasi/kual.lla~ yang dlse~akatl.
Apabila di kemudian han dilemukan pelanggaran terse but, maka sepenuhnya menJadl tanggung j8Wab

Pelaksana

/C BRi I)"ftI~i 'T'I ,6f.I~

: Berdasarkan hasil klarifikasilnegosiasi Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC
Division pada tanggal 06 Februari 2024, untuk mernenunt permintaan Divisi PlM rnelalul Nola
Dinas No. S.2991.e·PLM/SASlPRO/1012023 tan9gal24 Oktober 2023.

1. Melakukan Pengadaan Headset dan Telp sel AVAYA untuk see Divis.ion dengan rincian sebagai
2. Garansi Perangkat Plantronics 2 (dua) tahun, Avaya + Adapter 1 (saw) Tatum sejak Berita Acara

Tersna Barang, franco Jakarta.
3. Ruang fingkup pexeqeeo la1nnya sesuai Keratlgka Acuan Kerja (KAK) dan Surat Permintaan

(SPPH) No. B.5262.e-PLOIIGPIPTT/1112023 tanggal28 November 2023.

Headset dan Telp set AVAYA urthJk sec Division dengan rinctansebagal berlkut :

Plantronics Poly BIackwire C5210
_ Sebanyak20 (dua puklh)unit pafiog Iambat 7 (tujuh) hari xaeroer sejak lerbit SPK.

· Plantrontcs HW510
_ Sebanyak 250 (dua ratus lima ptJluh) unit paling lambat 7 (!ujuh) hart ka\ender sejak terbit SPK.

· PlantronicsHlS
_ Sebanyak 197 {seratus sembilan puluh tujuh} unit paling lambat 7 (wjuh) nan kalender sejak terbil SPK.
• Sebanyak 53 (fima puluh figa) unit paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak lemitSPK.

· AVfr'ja Jl79-1A + Power Adapter 5V 1600 Series IP Deskpllone European Plug Level VI
• Sebanyak 50 (lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) han kalender . terbit SPK.
• Sebanyak 200 (dua ralus) unit lambat 60 (enam pulUhj hari terbit SPK.

Pembayaran dilakuJ<an 100% secara proporsional sesuai jumlah barang yang diserahtenmakan,
dengan 8erita Acara SerahTelima Barang yang ditandatangani oleh SRI (dalam hal lnl Divisi PLM dan/atau
Divisi PLO)dan Pelaksana Peker}aan.

· Pembayaran oIeh BRI mefaluj bank transfer sel3mbaHambatnya dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja
sejak seluruh dokumen pembayaran yang dipersyaratkan dipenuhi oleh Pelaksana Pekerjaan seeara
lengkap. ()oI(umen pembayaran lersebut sebagaiberikut :
a. Tagman (invoice) resmi dari Pelaksanan Pekerjaan rangkap 3 (liga) yang asJinya bermaterai cukup.
b. e-Faktur sWldar pajak sebanyak 3 (tiga) rangkap.
c. Berita Acara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Cara Pembayaran tersebut di atas.
d. Asfi Sural Perintah Kerja (SPK) yang telah dltandatangani.
e. AsJi Form infonnasi nilai Tlngkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
1. Korrtrakatau Petjanfl8n kerja sarna yang telah dltandatangani oleh BRI dan Pelaksana Pekerjaan.

Kecuali disepakati lain, setiap pembayaran yang diterima Pelaksana Pekerjaan dikenakan Pajak
Penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalsm hal BRI melakukan
pemotongan Pajak Penghasilan dimaksud, Petaksana Pekerjaan dapa! meminta bukti pemotongannya
kepada BRI.
Tagihan (invoice) harus ditakukan paing 1ambal4 (empa!) bulan setelah Bema Acara Serah Terlma Barang,
apabiIa melewati jangka waktu tersebut maka PeCaksana Pekerjaan akan dikenakan denda sebesar 2%0
(dua per mif) per hari dari jumIahlnilai yang ditagihkan maksimum 5% (lima persen) darl nilai yang
ditagihMn.
Da1am melaI(ukan pembayaran BRI menggunakan mala uang Rupiah.

Semua pembayaran dilakukan melalui FSO Team - FMA Division Kantor Pusa! PT. Bank Rakyat Indonesia
(Pefsero), Tbk. di Jalan JenderaI Sudirman No_ 44-46 Jakarta, dengan cara transfer dan atau
pemindahbukuan ke rekening PeIaXsana Pekefjaan yang terdapat di Kantor Cabang PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk.

9. $esuai dengan Prinsip Tata Kelota Perusahaan yang balk (Good Corporate Governance) serta dalam
rangka Implementasi Sis!em Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) di lingkungan PT. Bank Rakyat

. Indonesia (Persero), Tbk dengan ini disampaikan bahwa seluruh Pekerja di PT. Sank Rakyat Indonesia
(Persero), Tbk befkomitmen untuk tidak menerima danlatau meminta gratifikasilsuap dalsm benttJk apapun
dari seluruh Penyedia sarang/Jass. Apabila lerdapat pemberian dalam bentuk apapun baik yang bel1laitan
langsung maupun tidak langsung denganSPK inL diluar blaya-biaya alau pembayaran-pembayaran yang
secara jelas telah ditentubn datam SPK mi, malta akan diberikan sanksi dan/stau denda sesuai ketentuan

ber1aku di BRI.
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Phone +62 2180631639

SELFASSESSMENT nNGKAT KDMPDNEN DALAM NEGERI

Nama Penvedia Barang : PT ABDI JAYA INTEGRA
Alil.mi!t ; Silnid ~yg_trrni!n.t;;e:l'!ter q H. S\!!t~ ,A,A~I·.J~n.c;I.SygirfTl~n ~6_.

Jakarta Pusat 10210
Hasil Produksl

Plantronics HW510

Plantronics HIS (able
Plantronics Poly Blackwire 5210,C5210,U5B-A HEADSET
1179 IP PHONE GLOBAL NO POWER SUPPLY
POWER ADAPTER 5V 1600 SERIESIPDESKPHONE EUROPEAN
PLUG
lEVEL VI

: Headset dan TelsetJenis Produk
Spesifikasi
Standar

PENILAIAN OlEH
PRODUSEN

Slaya per 1(satu satuan produk
81ayaKDN 81avaICLN
(Komponen

Oalam
(Kamponen BlayaTotal %TKDN

N_eri luarNeceril

Rp 422,077,500 Rp 422,077,500 0%

Rp 149,017,500 Rp 149,017,SOO 0%

Rp 37/:1J7,400 Rp 37,007,400 0%

Rp 1,542,067,500 Rp 1,542,067,500 0%

ft. 1,1SO.1i9,900 ft. 1,150,169,900 .%

Uraian

Plantronics HWS10

Plantronlcs HIS Cable

Plantronics Poly Blackwire
52-10,(5210,
USB-A Headset
11791PPhone Global No
Power Supply with POWER
ADAPTER SV 1600 SERIES
IP DESKPHONE EUROPEAN
PLUG
LEVEL VI

Total Blaya Produksl

Penc;apaian Nilai TKON di at.s dinyatakan sendiri (self assessment) oleh PT ABOI JAYA INTEGRA.

Dinyatakan Oleh :
Jakarta, 27 Februari 2024

~Itlr
Direktur Utama
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PERJANJIAN

ANTARA

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk

DENGAN

PT ABDI JAYA INTEGRA
TENTANG

PENGADAAN HEADSET DAN TELP SET AVAYA UNTUK sec DIVISION

NOMOR : 180.K-PlOIPSRlLEGI02I2024

Pada han ini, Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Rlbu Ova Puluh Empat (21-02·
2024) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangsn dibawah ini :
I. SYAFRI RAKHMAT, selaku Division Head Procurement & Logistic Operation Division Kantor Pusat

PT Bank Rakyat Indonesia (Parsefo) Tbk, berternpat tinggal di Jakarta, dalsm hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Oireksi Nomor 2015-
DIRJPLMI08J2023tanggai 29 Agustus 2023, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Casar Perseroan
yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggat 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH
Notalis di Jakarta tetah mendapat Penerimaan Perubahan Anggaran Oasar dan Menten Hukum dan
HAM RI Nomor AHU·AH.01.03"'()159493tanggal12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam
Akta Nomor 4 tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di
Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk
dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalsn Jenderal Sudirman
Kav. _ Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

II. ANGGA PRlSTlANA, selaku Direktur Utama PT Abdi Jaya Integra, dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut yang sah mewakiti Perseroan berdasarkan AIdzI Perubahan terakhir yang dimuat
dabm Akta No. 38 tanggal17 Oesember 2021 yang dibuat oIeh Ed! Priyono, S.H., Notaris dl Jakarta
Pusat. yang t&lah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan Menteri
Hukum dan HAM RI tanggal 14 Januan 2022 Nomor AHU-AH.01.03- 0030775, bertindak untuk dan
atas nama PT Abdi Jaya Integra yang berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lantai 11, Jalan Jendral
Sudirman 86, Jakarta Pusat 10220, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Dengan ini PlHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai benkut :
A. Bahwa dalam rangka memenuhi kebuttJhan H_ dan Telp set AVAYA. PIHAK PERTAMA telah

melaksanakan proses Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk SCC Division dan PIHAK
KEDUA mengikuti pengadaan tersebut.

B. Bahwa berdasarkan Surat Penawaran PIHAK KEDUA No. aUOIDHJ0178/AJIIXI12023 tanggal 30
November 2023 telah dilaksanakan rapat Idarifikasi dan negosiasi pada tanggal 06 Februan 2024 yang
dituangl<an dalam BeIita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. B.145.BA-PLo/IGPIPTT/Q2!.2024 dan
PIHAK KEDUA telah menyetujui hal-hal ter1<a~Peng_an Headset dan Telp set AVAYA untuk sec
Division.

C. Bahwa PIHAK PeRTAMA ~ah menel'bitkan &Kat Peril:'ltah Kef}a No. 4300003398-
PLOltGPIPTT/02l2024 tanggal15 Februan 2024 kepada PIHAK KEDUA sebagai pelaksana pekerjaan
Pengadaan EDCTahun 2023 Tahap II (selanjutnya disebut "SPK").

D. Bahwa PlHAK KEOUA telah menyatakan bersedia dan berjan~ untuk metaksanakan tugas-tugas yang
diberikan oletl PIHAK PERTAMA dengan seOOik-baiknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian
Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk sec DNision yang selanjutnya disebut sebagai
"Perjanjl.n" dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pi""'Kad~ II'I I I I I I

PASAL3
JANGKA WAKTU PEKERJAAN

1. ~~~~:waktu pekerjaan Pengadaan Headset dan Telp setAVAYA untuk sec DNision adalah sebagai

1.1. Plantronics Poly Blackwi,e C5210 sebanyak 20 (dua puluh) uott paling lambs! 7 (tujuh) han
kalenda, sejak tanggal SPK.

1.2. Plantronlcs HW510 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) unit paling lamOOt7 (tujuh) han katender
sejak tanggal SPK.

1.3. Plantronics HIS sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sejak tanggal SPK dan sebanyak 53 (lima puluh tiga) unit paling lambat 14 (empat
belas) han kalender sejak langgal SPK

1.4. Avaya J179-IA + Power adapter 5V 1600 Series lP Deskphone European Plug Level VI sebanyak
50 (lima puluh) unit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal SPK dan sebanyak 200
(dua rabJs)unit paling lambst 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal SPK.

2. PlHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh bagian pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan. Jangka waktu pekefjaan tersebut hanya dapat diperpanjang apabila disetujui oleh PARA
PlHAK. Kecuali ada persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, perpanjangan jangka waktu tidak
menambah besamya nilai pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK dan atau Perjanjian tni.

3. PfHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan drterbitkannya Berita AcaralOokumen
yang menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan ditandatangani DlehPARA PIHAK.

PASAL4
NILAI PEKERJMN

1. Nilai pekerjaan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk sce Division disepakati dan ditetapkan
sebesar Rp2.150.169.900,w(dUll millar seratue lima puluh Juta seratu. enam puluh sembllan ribu
sembllan ratue rupiah) sudah termasuk. PPN dan pajak-pajak yang bet1akudengan rincian sebagai
berikut .

No oat... aantng Jumlah Harga s.tuan Total Nliol (Rp)
Barong (Rp)

1 PlantrorlcsPoly B!ackwireC5210 20 lrit 1.650.370 37.007.400

2 Plaltronics HtS 250 lrit 596.070 149.0t7.5OO

3 Plarirorics t-M'510 250 lrit 1.688.3tO 422.077.500

4
AvayaJ197-IA ... Power Adapter 5V 1600 250 lrit 6.166.270 1.542.067.500
Series IP Oeskphone Ellopean Plug Lewl VI

Grand Total 2.150.169.900

2. Nila. pekef}aan tersebut adalah tetap dan tidak berubah (fixedpnce). PARA PlHAK sepakat untuk tidak
mengadakan peninjauan atau penyesuaian harga apapun meski terjadi perubahan biaya tenaga kerja,
biaya transportasi. ataupun sebab-sebab lain kecuali adanya ketentuan Pemerintah di bidang moneler
yang diikuti dengan peraturan penyesuaian harga dan atau biaya bagi pekerjaan pemborongan atau
pembetian Pemenntah.

3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini, maka penyesuaian
hanya akan dilakukan terhadap tagihan PIHAK KEOUA yang belum dibayar olsh PIHAK PERTAMA
dan diajukan setelah beriakunya ketentuan Pemenntah tersebut

PASAl6
TATA eARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk see Division dilakukan 100% (seratus
persen) secara proporsional sesuai jumlah barang yang diserahterimakan, dibuktikan dengan Benta
Acara Serah Terima Barang yang ditandalangani oleh PtHAK PERTAMA (dalam hal ini diwakili oleh
Pejabat PLM DNision dan/atau PLO Division) dan PIHAK KEDUA

2. Pembayaran oteh PlHAK PERTAMA melalul bank transfer ke rekening PIHAK KEDUA yang terdapat
di Kan1o, eabang PlHAK PERTAMA seI~mbat-lamba1nyadilakukan 21 (dua puluh satu) han kerja
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PASAL 1
DEfINISI DAN PEN9ER!!AN UMUM

1. .Q.!!!nI(L kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, PARA
PIHAK sepakat mendefinisikan sebagai bertkut :
1.1. aarita Acara Ser.h Tlrim. Sarang adalah dokumen yang menjelaSkan bahwa PIHAK KEDUA

telah menyerahkan barang kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima
barang dimaksud dalam kondtsi balk sesuai dengan spesifikasi yang lelah ctitetapkan. Berita
Acara inj ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA (dalam hal ini diwakili oleh Pejabat PlM Division
danlatau PLO Division) dan PIHAK KEDUA.

1.2. PLO Dtvlslon adalah bagian unit kerja dan PIHAK PERTAMA dalsm hal ini Procurement &
Logistic Operation Division Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

1.3. PLM Division adalah bagian unit kerja daM PIHAK PERTAMA delam hal inl Fixed Assets
Management & Procurement Policy Division Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesla (Persero)
Tbk.

1.4. Han Kaktnder adalah hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk han libur naslonal.
1.5. Han Karja adatah hart Senin sampai dengan hari Jum'at yang tidak merupakan hari tibur.
1.6. Jaminan adalah dokumen yang dikeluarxan oleh bank umum kecuali PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk atau oleh perusahaan asuransl yang terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang
direkomendasikan PIHA.KPERTAMA yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond)
dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid.

1.7. Franco adalah syarat - syarat penyerahan barang dalam rangka penetapan Marga yang
menyatakan bahwa semua biaya pengeluaran mulai dar! tempat PIHAK KEDUA sampai di
tempat yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.akan ditanggung seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.

1.8. Kerangk. Acuan Kerja (KAK) adruah dokumen yang berisikan detail dari persyaratan dan
ruang lingkup pekefjaan Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk sec DMston.

1.9. Surat Perlntllh Kerja (SPK) adalah dokumen No. 4300003398-PLOIIGPIPTTI02I2024 tanggal
15 Februari 2024 yang barisiken penugasan dan uraian 51ngbt tentang Pengadaan Headset dan
Telp set AVAYA untuk sec Division dan PIHAK PERTAMA kepa<laPlHAK KEDUA yang telah
dltetapkan sebagai pemenang pengadaan atau dltunjuk sebagal penyedla barang dan atau jasa
yang bersffatmengikal

1.10. Parj.njlan adalah Sural Perjanjian Pengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk see OMs/on,
termasuk lampiran-lampirannya berikut dengan perubahan-perubahan atau penambahan
penambahannya.

2. Judul1Udul, pasal atau ayat yang digunakan dalam perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan
referensi saja dan tidak mempengaruhi pengertian dan ketentuan yang bersangkutan.

PASAL 2
RUANG UNGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan (selanjutnya disebut sebagai -Pekerj""") yang wajib dilakukan ~h PIHAK
KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Me-IaksanakanPengadaan Headset dan Telp set AVAYA untuk sec OivisNln dengan rindan sebagai

benkut .

No Detail aarang Jumlah Blrang
1 P\antron\c$ Poly Blackwire CS210 20ri

2 Planlronics HIS 250 unit
3 PlantronicsHVVS10 250 Lril

4 Avaya J197-IA + Power Adapter 5V 1600 Series 250 unit
IP Deskphone European Plug LevelVI

2. Garansl 'perangkat Plantronics selama 2 {dual tahun, Avaya + Adapter selama 1 (satu) tahun sejak
Berita Acara Serah Tenma Barang dan Franco Jakarta.

3. Ruang lingkup pekerjaan lainnya sesuai Kerangak Acuan Karja (KAK) dan Surat Permintaan
Penawaran Harga (SPPH) No. B.5262.e-PLOIiGPIPTT/t 112023tanggal28 November 2023.

/
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sejak seluruh dokumen pembayaran yang dipersyaratkan dipenuhi oIeh PIHAK KEOUA secara lengkap
dan benaL Ookumen pembayaran tersebut adalah sebagai berikut :
2.1. Tagihan (invoice) resmi dan PlHAK KEDUA rangkap 3 (tiga) yang astinya bermatera.icukup.
2.2. Menyerahkan e-Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) set
2.3. Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan.
2.4. Benta Acara yang dipersyaratkan pada ayat 1 (satu) pasal ini.
2.5. SPK dan Perjanjian yang telah ditandatangani oIeh PARA PIHAK.
2.6. Sertifikat TKDN atau !embar perhitunganJsetf assessment Tingkat Komponen Dalam Negeri

(TKDN).
3. Tag/han harus dilakukan paUng lambat 4 (empat) bulan seiENahBertta Acara Serah Terima Barang

yang telah ditandatangani PARA PIHAK, apabilamelewati jangka waktu _ut maka PIHAK KEDUA
akan dikenakan denda sebesar 2%0(dua per mil) per hari dan jumlahlnilai yang ditagihkan dengan
maksimal 5% (lima persen) daM nilal yang ditagihkan.

4. Bulan tagihan (invoice) dan faktur pajak harus sama dengan bulan tagihan diterima oleh PIHAK
PERTAMA, maksimal tanggal20 setiap bulannya.

5. Kecuali disepakati lain, setiap pembayaran yang drtenmaPlHAK KEDUA dikenakan Pajak Penghasilan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal PlHAK PERTAMA melakukan
pemotongan Pajak PengMasiian dimaksud. PIHAK KEDUA dapat meminta bukti pemotongannya
kepada PIHAK PERTAMA.

6. Dokumen tagihan dikirimkan kepada Kantor Pusat PIHAK PERTAMA ditujukan ke Payment Service
Group, PLO Division yang beralamat di Gedung Menara BRIUaN Lantai 2. Jalan Gatot Subroto Kav.64
No.t 77A Jakarta Selatan t 2670.

7. Dalam melakukan pemOOyaran,PtHAK PERTAMA menggunakanmata uang Rupiah.
8. Jika PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan ayat 1 (satu) dan 2 (dua) pasal ini, PlHAK PERTAMA

tidak wajib melakukan pembayaran apapun kepada PIHAK KEDUA.

PASAl6
JAMINAN PELAKSANAAN

1. Untuk menjamin terlaksananya pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan
yang dikeluari<an oleh bank umum kecuali PT Bank Rakyat Indo~ (Persero) Tbk atau oleh
perusahaan asuransi yang direkomendasikan PIHAK PERTAMA yang mempunyai program asuransi
kerugian (surety bond) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid
sebesar 5% (lima persen) dari total nilai pekerjaan atau sebesar Rp107.508.415,- (seratus tujuh jutll
lima ratus deLapan rtbu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan jangka waktu seiama 90
(sembilan puluh) han kakmder sejak tanggal SPK yaitu tanggal 15 Februan 2024 dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan dan kepentingan PIHAK PERTAMA.

2. Penyerahan Jaminan Pelaksanaan bersamaan dengan pengembalian SPK serta melampirkan Sertifikat
TKDN atau lemba, perhitunganlse~ assessment nngkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

3. Apabila PlHAK PERTAMA menilai bahwa PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat melaksanakan
salah satu atau lebih kewajibannya yang telah ditetapkan dalam petjanjian ini, PlHAK PERT""
berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.

4. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalsm pasal ini akan dikembalikan oleh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah seluruh pekerjaan diselesaikan PIHAK KEDUA dengan
baik dan sempuma yang dibuktikan dengan ditandatanganinya seluruh Berna Acara yang
dipersyaratkan dalam perjanjian oleh PARA PIHAK.

PASAl7
JAMINAN PEMELIHARAAN

Untuk menjamin terlaksananya pekerjaan maintenance dan terpeliharanya barang dalam masa garansi,
PIHAK KEDUA wajib memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PIHAK PERTAMA berupa jaminan
yang dikeluarkan oJeh bank umum kecuati PT Bank Rakyat Indonesia (pe~) Tbk atau ol~
perusahaan asuransi yang direkomendasikan PIHAK PERTAMA yang rnempunya. program asuranSl
kerugian (surety bond) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid
yaitu sebagai berikut :
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1.1 Nilai jaminan sebesar 5% (lima persen) dari total nilsi perangkat Headset atau sebesar
Rp30.40&.120,- (tiga puluh Juta empat ratus lima rtbu larlNa dUB puluh rupiah) dengan
jangka waktu salama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Serah Terima Barang dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan dan kepentingan PfHAK PERTAMA.

1.2. Nilsi jaminan sebesar 5% (lima parsen) dan total nilsi perangkatAvaya atau sebesar
Rpn.103.375,- (lUjuh puluh IUjuh jota .. _ Ug. rtbu tlgo _ tujuh puluh lima rupiah)
dengan jangka waktu salama 12 (dua ~as) bulan sejak tanggal Serah TeMmaBarang dan dapat
dipe<panjangsesuai kebuluhan dan kepentingan PfHAK PERTAMA.

2. Apabila PlHAK PERTAMA menUaibahwa PIHAK KEOUA IMambat atau tidak dapa! melaksanakan
salah satu atau lebih kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perjanjian inj, PIHAK PERTAMA
berhak mencairkan Jamlnan Pemeliharaan tersebut untuk kepentingan PIHAK PERTAMA.

3. Jaminan PemeUharaan sebagatmana dimaksud dalam pasal inj akan dikembalikan oIeh PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah masa pemeliharaan seleSar.

PASAL8
SURATTEGURAN

Tanpa mengurangi hak·hak PIHAK PERTAMA lainnya, apabils PIHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat
melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian atau SPK, maka
PfHAK PERTAMA dapat mengirimkan surat teguran kepada PlHAK KEDUA agar PlHAK KEDUA segera
memenuhi kewajibannya.

PASAL9
WANPRESTASI

1. Adaltanpa surat teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dianggap lelah
melakukan wanprestasi atau lalai apabila terjadi salah satu atau Jebihhal·hal yang tersebut di
bawah ini:
1.1. Pemyataan atau jsminan yang dibertkan oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian atau SPK atau

dokumen lain temyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenamya.
1.2. Tanpa persetujuan tertufis dari PIHAK PERTAMA, secars langsung atau tidak langsung PIHAK

KEDUA melimpahkan sebagian atau seluruh kewajibannya kepada pihak ketiga.
t .3. PIHAK KEDUA terlambat melaksanakan kewajibannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender

temitung sejak berakhimya jactwal penyerahan dan atau penyelesaian pekerjaan yang ditetapkan
dalam Perjanjian atau SPK.

1.4. PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan persoalan dan atau melakukan perbaikan yang
menjadi keYlajibannya setelah 30 (tiga pukJh) had kalendel' temitung se;ak diterimanya surat
teguran.

1.5. PlHAK KEDUA tertambat atau tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya yang
telah ditetapkan dalsm Perjanjian atau SPK.

2. Apabila PIHAK KEDUA wanprestasi atau lalai, maka tanpa mengurangi hak-hak PIHAK PERTAMA
lainnya untuk.mendapatkan perbaikanlganti rugi berdasarkan Perjanjian atau SPK atau perundang~
undangan yang bertaku, PIHAK PERTAMA berhak mengakhlri atau membatalkan Perjanjian atau SPK
secara sepihak dan sekstika dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada
PIHAK KEDUA. Dalam hal PlHAK PERTAMA mengakhiri atau membatalkan perjanjian berdasarbn
pasal ini, PARA PlHAK sepakat bahwa PlHAK PERTAMA tldak dikenakan tanggung jawab atau beban
apapun.

3. Dalam hal PIHAK PERTAMA mengakhiri atau membatalkan perjanjian secara sepihak yang
disebabkan oIeh adanya wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, PIHAK PERTAMA
mempunyai hak ops! untuk membatalkan sebagian atau seluruh pekerjaan dan selanjutnya menunjuk
pihak lain manapun juga untuk me!aksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan untuk menggantikan
PIHAK KEDUA.

4. Apabila dengan penunjukan pihak tersebut nilai pekefjaan yang dikeluar1<anPIHAK PERTAMA
lebih bessr daripada yang seharusnya dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
PlHAK KEOUA wajib menanggung tambahan biaya dimaksud. Dalam hal demiklan, paling tambat
14 (empat belas) han kalencler terhitung sejak diterimanya taglhan tambahan biaya tersebut dari
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajl membayar tambahan biaya tersebut secara sekaligus ke
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PASAL 11
PEMBEBASAN

1. PIHAK KEDUA membebaskan PfHAK PERTAMA dari segala tuntutan perdata maupun pidana dan
pihak manapun atas kerugian, kehHangan,kerusakan, dan lain·lainnya yang disebabkan kelalaian atau
kesengajaan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan perjanjian ini.

2. PIHAK PERTAMA membebaskan PlHAK KEDUA dari sagala tuntutan perdata maupun ptdana dari
pihak manapun atas kerugian, kehHangan,kerusakan, dan laiMainnya yang dlsebabkan kelalaian atau
kesengajaan PlHAK PERTAMA dalam melaksanakan peljanjian ini.

PASAL 12
PERNYATMN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut :
1. PIHAK KEDUA dalam metakukan kegiatan usahanya termasuk pelaksanaan peljanjian ini telah

memenuhi semua ketenbJanyang bertaku.
2. PIHAK KEOUA menjamin bahwa harga yang diberikan kepada PJHAK PERTAMA adalah harga

terbalk yang dapa! diberikan.
3. Sesuai dengan aida pendirian dan ketentuan yang berlaku, pihak atau orang yang mewakill PIHAK

KEDUA menandatangani Perjanjian atau SPK berwenang mengikatkan PIHAK KEDUA kepada
pihak lain.

4. Dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya yang dibuat oleh PIHAK KEDUA, tidak ada pelanggaran
kewajlban atau kEriaiaianyang dilakukan PIHAK KEDUA yang dapat memberikan pengaruh yang
merugikan pacta Pefjanjian atau SPK

5. TKiak ada sengketa, perkara &tau pe~lan hukum yang terjadl atau dihadapi atau yang masm harus
diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang balk terhadap pelaksanaan perjanjian atau SPK.

6. Pada saa! Perjanjian atau SPK drtandatangani, anggaran dasar PIHAK KEDUA dan semua akta
perubahannya adalah sebagaimana telah diberitahukan dan ditunjukkan pada waktu pembuatan
komparisi perjanjian ini. PlHAK KEDUA menjamin tidak ads ~a la\n yang berislkan perubahan
anggaran dasar PlHAK KEDUA.

7. Seluruh dokumen, keterangan, data dan infonnasi yang telah dan akan diserahkan PlHAK KEDUA
kepada PlHAK PERTAMA ad.lah lengkap dan benar.

8. Sebagai rekanan, PlHAK KEDUA sudah memmki kualifikasi yang dfsyaratkan PlHAK PERTAMA
sebagai bertkut :
8.1. Memillki perizinan dan legalitas usaha lengkap sesuai dengan ketentuan yang bertalw.
8.2. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilltas yang diperlukan dalam pengadaan

barang atau jasa yang sesuai dengan Perjanjian atau SPK ini yang apabila diperlukan dapat
dibuktikan dengan peninjauan dilapangan oleh PtHAK PERTAMA.

8.3. Secara hukum mempunyat kapasitas menandatangani SPK atau Perjanjian.
8.4. Ttdak dalam pengawasan pengadilan. tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana.
8.5. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan yang terakhir.
8.6. Tidak membuat pemyataan yang tidak benar tentang kualifikasi, klasifikasi, dan sertifikasi yang

dimiliki.
9. PIHAK KEDUA bersedia untuk tunduk pacta ketentuan PSI Nomor 91151PSII2007tanggal 30 November

2007 tentang penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank berikut perubahannya dikem~ian han. O~h
karenanya PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan tidak keberatan bila Bank Indonesia atau auditor
intemlekstem yang ditunjuk Bank melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan jasa TI yang
diberikan PlHAK KEDUA kepada Bank berdasarl<anpefjanjian ini, termasuk penyediaan data dan
informasi yang dipertukan setiap kali dibutuhkan dan melaksanakan kewajiban lainnya yang harus
dipenuhi PIHAK KEDUA sebagaimanaditetepkanBank Indonesiadalam PBI dimaksud.

10. PIHAK KEDUA bersedia untuk tunduk pada ketentuan SEOJK Nomor 211SEOJK.03l2017Bab 9.2.2
perihal Standar penggunaan Penyedia Jasa TIantara lai~mengatur.ha~al seba~i berikut:
10.1. Jarninan tingkat pelayanan (SLA), beIisi mengenal standar kine'la seperti tingkat pelayanan yang

dipe~anjikan (servtce ~vel) dan target kinerja.
10.2. SLA tetap bertaku apabila terjadi perubahan kepemilikan baik pada Bank maupun penyedia

jasaTI. I
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rekening PIHAK PERTAMA yang akan diberitahukan kepada PIHAK KEOUA secara tertulis. Namun
jika biaya yang diketuafi(an oleh PIHAK PERTAMA untuk memperkerjakan pihak/konsuttan lain
tersebut lebih rendahlmurah daripada biaya yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA tidak berhak atas selisih tersebul

PASAL 10
SANKSI DAN DENDA

t. Pembatalansebagian atau seluruh pekerjaan oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA bernak
mengenakan sanksi sesuai dengan yang dlpersyaratkan atau menuntut ganti rugi sebesar 5% (lima
parsen) dari nilai pekerjaan dalam perjanjian ini.

2. Apabila PtHAK KEDUA terlambat atau tidak dapat melaksanakan salah satu atau lebih kewajibannya
yang: tetah disepakati dalam perjanjian ini. maka PtHAK PERTAMA beftlak mengenakan salah satu
atau lebih sanksi dan atau denda sebagai berikut :
2.1. Mengenakan denda sebesar 2%0(dua pennil) per hari untuk setiap kelmaian atau keterlambatan

sampal dengan maksimal 5% (lima persen) dihitung dan total Nilai Pekerjaan yang menjadi hak
PIHAK KEOUA. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanggal berakhimya
jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan perkerjaan tersebut selesai dikerjakan.

2.2. Mengenakan sanksi dan denda sesuai KAK.
2.3. Mencaloom Jaminan PEriaksanaandanlatau Jaminan Pemeliharaan.
2.4. Apabila denda telah mencapai 5% (lima person), PIHAK PERTAMA berhak melakukan

pengakhiran perjanjian sepihak tanpa menimbulkan kewajiban apapun terhadap PIHAK
PERTAMA atas pekerjaan yang belum d~akukanPlHAK KEDUA.

2.5. Menghentikan perjanjian secara sepihak dengan memperhatikan ketentuan dalsm Pasal
Pemutusan/Pengakhiran perjanjian inL

2.6. Mengenakan sanksi atau ganti rugi tainnya terhadap perbuatan wanprestasi PlHAK KEDUA yang
mengakibatkan kerugian pada PIHAK PERTAMA.

3. Ketertambatan atau tidak terlaksanakannya kewajiban PlHAK KEOUA sebagaimana dimaksud dalam
passl Wanprestasi. cukup dibuktikan oleh PlHAK PERTAMA dengan lampaunya waktu penyefesaian
pekerjaan.

4. Apabila PIHAK PERTAMA mengenakan sanks! berupa denda, denda keterlambatan tersebut wajih
dilunasi paling lambat 14 (empat beles) hari kerja terhitung sejak diberitahuk8nnya keterlambatan
tersebut secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

5. Dalam hal denda diambil dan pemotongan Nilai Pekerjaan. PIHAK KEDUA dapat meminta tanda bukti
telah dilaksanakannya pemotongan.

6. Apabila terjadi kelalaian PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam pasa! ini, PIHAK PERTAMA
dapat mendebet rekening BRI PIHAK KEOUA dan atau melakukan pemotongan sesuai ketentuan
denda pada perjanjian ini, tefttadap nilai pekerjaan yang telah menjadi hak PlHAK KEOUA. Oengan
perjanjian ini, PIHAK PERTAMA diberi kuasa oleh PIHAK KEOUA untuk melaksanakan pendebetan
dan atau pemotongan dimaksud untuk disetor1<anke kas PIHAK PERTAMA. Kuasa kepada PfHAK
PERTAMA tersebut tidak dapat dibatalkan, ditank, atau dicabut kembali balk oteh ketentuan undang-
undang yang dapat menghentikan kuasa sebagaimana tersebut daiam Pasal 1813 Kitab Undang·
Undang Hukum Perdata maupun oleh sebab apapun.

7. Apabila PfHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan yang tidak sesual atau tidak memenuhi syarat·syarat
yang disepakati, dengan spesffikasi teknis yang telah ditentukan ofeh PlHAK PERTAMA. maka PIHAK
PERTAMA berlla~ menolalcmnpa mengganti kerugian.

8. Ketentuan mengenai sanksi dan denda dalam pasal ini tidak berlaku apabila ketertambatan atau tidak
tertaksananya kewajiban tersebut disebabkan Keadaan Force Majeure dan atau bukan disebabkan
karena kelalaian PIHAK KEDUA.

g. Bagi Penyedia barangljasa yang terlibat KKN dan/atau rekayasalkecuranganlgratifikasilpenyuapan
dalam suatu pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan ptHAK PERTAMA, maka akan
diberikan sanksi danlatau denda berupa Surat Peringatan, Larangan Mengikuti Pengadaan di
Lingkungan PlHAK PERTAMA setama 36 (tiga puluh enam) bulan, Pencairan Jaminan dan
dimasukkan dalam Daftar Hitam PlHAK PERTAMA.

10.3. Kesediaan diaudit baik oleh internal Bank, ototritas Jasa Keuangan dan/atau pihak esktem yang
ditunjuk oleh Bank maupun oleh Otorttas Jasa Kauangan dan tersedianya informasi untuk
keperluan pemeriksaan, termasuk hak akses, baik secara logic maupun fisik terdapat data yang
dikelola oleh penyedia jasa TI.

10.4. Pihak penyedia jasa TI harus memberikan dokumen teknis kepada Bank teOOiitdengan jasa yang
dikerjkan oIeh penyedia jasa TI antara lain alur proses TI dan struktur Pangkalan Data
(Database).

10.5. Perubahan. pengakhiran atau pemutuSBnperjanjian lem1asukdalam hal Otoritas Jasa Keuangan
memerintahkan Bank menghentikan penyedlaan jasa TI sebelum berakhimya jangka waktu
perjanjian.

10.B. Standar perjanjian penyimpanan dokumen (escrow agreement).
11. PIHAK KEDUA bersedia untuk tunduk pada ketentuan POJK Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 07 Juli

2022 tentang Penetapan Mana;emen Rtsiko Oalam Penggunaan Teknologl Informasi oIeh Bank Umum
berjkut perubahannya dikemudian hart 0Ieh karenanya PlHAK KEDUA dengan ini menyatakan tidak
keberatan bila Otoritas Jasa Keuangan atau auditor intemlekstem yang ditunjuk ptHAK PERTAMA
melakukan pemeriksaan temadap kegiatan penyedia jasa TI yang diberikan PfHAK KEOUA kepada
PIHAK PERTAMA berdasarl<anperjanf18nini termasuk penyediaan data dan informasi yang diperiukan
setiap kall dibutuhkan dan melaksanakan kewajiban lainnya yang harus dipenuhi PtHAK KEDUA
sebagaimanaditetapkanOtoritas Jasa KeuangandalamOJK dimaksud.

PASAL 13
GOODCORPORATE GOVERNANCE IGCG)

1. Seluruh jajaran PtHAK PERTAMA tidak diperkenankan menerima danlatau meminta kepada PtHAK
KEOUA dalam bentuk apapun, yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan perjanjian inj,
balk pada saat inj maupun yang akan datang, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran yang
secara jelas telah ditentukan dalam perjanjian ini. Apabila PIHAK PERTAMA tefbukti bersalah, malta
akan diberikan sanksi danlatau denda sesuai ketentuan yang beMaku

2. PlHAK KEDUA atau pegawainya (perwakilan agen, atau afiliasi dan PIHAK KEOUA) dilarang untuk
memberikanlmenjanjikan dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apapun kepada PIHAK
PERTAMA, baik yang beritaitan langsung maupun tidak Iangsung dengan Perjanjian Kerjasama inj,
baik pada saat in! maupun saat yang akan datang, diluar biaya-biaya atau pembayaran-pembayaran
yang secara jelas telah ditentukan dalam perjanjian ini. . .

3. Apabila terdapat pembertan dalam bentuk apapun dan PIHAK KEDUA kepada J8Jaran PIHAK
PERTAMA yang ter1<aitlangsung maupun tidak langsung dengan Perjanjian Kerjasama ini yang tidak
seharusnya dilakukan menurut ketentuan. syarat perjanjian dan/atau ketentuan hukum yang berlaku,
maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan peninJauanulang atas keberlangsungan kerjasama ini.

4. PlHAK KEDUA menjamin bahwa penunjukan ybs. sebagai pelaksana pekerjaan dan dalam
melaksanakan pekerjaan mengedepankan prinsip profesionalitas. Good Corpotate Govemance
(GCG) dan bebas dan unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan sagala bentuk
penyimpanganlkecurangan berupa manipulasi harga baik pengge{embungan (mark up) r_naupun
mengurangi (mark down). proyek fiktif, pemalsuan identitas PlHAK KEDUA, dan barangljasa dl bawah
spesifikasilkualitas yang disepakati. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran tersebut, maka
sepenuhnya menjadi tanggungjawab PlHAK KEOUA.

5. Sesuai dengan Pnnsip Tata Keloia Perusahaan yang baik (Gcxx1 Corporate Go~m.ance) serta dalam
rangka Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016) dl h~kungan PI~K
PERTAMA dengan ini disampaikan bahwa seluruh pekerja PtHAK PE~AMA berkomm:nen untuk tidak
menerima danlatau meminta gratifikasilsuap dalam bentuk apapun dan seluruh Penyed18BaranglJasa.
Apabila terdapat pemberian dalam bentuk apapun baik yang berbitan langsung maupun ~ak
langsung dengan perjanjian lni, diluar biaya-biaya atsu pembayaran-pembayaran yang ~ra .retas
telah ditentukan dalam perjanjian ini, make akan diberikan sanksi dan/atau denda sesual ketentuan
yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
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PASAL 14
BENIURAN KEPENIINGAN

1. PIHAK KEOUA menjamin bahwa selama jangka waktu -perianjian tidak ada atau tidak akan te~adi
benturan kepentingan apapun dengan kepentingan PIHAK PERTAMA, baik secere langsung maupun
tidak langsung.

2. Apabila selama ber1angsungnya perjanjian diketahui stau ditemui adanya benturan kepentingan,
PIHAK KEDUA wajib memenuhi pennintaan PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan benturan
kepentingan tersebut.

3. Apabila menurut PIHAK PERTAMA suatu benturan kepentingan akan sangat mempengaruhi
Pekerjaan dan atatJ PIHAK KEDUA akan tidal< dapa! menyelesaikan peIt~aan. maka PlHAK
PERTAMA berIlak menunda segala pembayaran dan alau mengakhiri P~njisn alau SPK.

4. Jika adanya ~ran kepentingan diketahui setelah PlHAK KEDUA menerima pembayaran
pembayaran dan PlHAK PERTAMA, termasuk tetapi tidak lerbatas pada pembayaran Imba/an Jasa
atau out of pocket expenses, maka seluruh pembayararl-'pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh
PIHAK KEDUA paling lambBt 7 (tujuh) han kerja terhitung sejak tanggsl diterimanya surat
pemberitahuan mengenai hal tersebut dan PIHAK PERTAMA.

PASAL15
HAK ATAS KEKAYMN INTELEKTJlAL (HAKlI

Apabila di dalam barang/jasa yang disediakan PlHAK KEDUA te~ndung suatu hak atas kekayaan
intektktual (HAKI), maka PIHAK KEDUA dengan ini menjamin bahwa ;
1. HAKI yang digunakan sepenuhnya terbebas dan segala bentuk pelanggaran hukum.
2. PIHAK PERTAMA akan dibebaskan dart sagala gugatan dan stau tuntutan apapun dan pihak

manapun berkaitan dengan penggunakan HAKI dimaksud.
3. PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dan segala kerugian, gugatan dan atau tuntutan

yang timbul dan penggunakan HAKI tersebut.
4. Apabila dalam penggunaan barangfJ8sa tersebut timbul tuoMan hukum berkaitan dengan penggunaan

HAKlmaka:
4.1. Alas beban PIHAK KEDUA, penggunaan HAKI lersebut oletl PIHAK PER!AMA tetap dapat

diterusakan, dan
4.2. PIHAK KEDUA wajib mengusahakan lisans! sehingga penggunaan HAKI dimaksud tetap dapat

bertangsung.

PASAL 16
STANPAR KINERJA

1. PlHAK KEOUA menjamin akan melaksanakan Pekerjaan atau Sural Perintah Kerja sesuai dengan
standar kinefja tertinggi yang didukung dengan integritas, profesionalisme dan independensi tanpa
melanggar norma dan etika yang bel1akudi dalam masyarakat dan pel'luhtanggung jawab.

2. Seluruh Resources Tenaga Ahli atau personil yang ditugaskan oleh PIHAK KEDUA telah memenuhi
syarat sebagaimana ditetapkan PntAK PERTAMA termasuk persyaratan berupa keahlian,
kemampuan, pengalaman, integrttas, ~Iisme dan independensi.

3. KecuaHditentukan lain dalam Perjanjian atau Sural Perintah Kefja, dalam naaksanakan pekerjaan,
PIHAK KEDUA wajib menggunakan .- tertentu yang disetujui oleh PlHAK PERTAMA dan/alau
yang lazim dipergunakan dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan peraturan
dan perundang-undanganyang beriaku.

PASAL 17
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa segaJa data (termasuk data elektronlk). dokumentasl,
pengetahuan (know-how), dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulls, baik yang dibeli
tanda sebagai "rahasiaN &tau tidak diberi tanda, dan informasi-informasj Ia;n termasuk namun tidak
terbatas pada informasl yang berkaitan dengan msnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau
timbul berdasarkan Perjanjian im (,Informasi Rahasia') adalah bersifat rahasia, serta harus pada setiap
saat menjaga kerahasiaan dan tkJakboleh iberitahukan setiap dan seluruh Informasi Rahasia kepada
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6.2. Oiketahui oleh Pihak Penerima Informasi sebelum tanggal informasi tersebut diungkapkan
kepadanya atau diperoleh secara sah oIeh Pihak Penerima Informasi tersebut setelah tanggall
tersebut dari suatu sumber yang sepanjang pengetahuan Pihak Penerima Informasi tersebut
tidak terka,it dengan Pihak Penerima Informasi dan yang sepanjang pengetahuan Pihak
Penerima mformasi tidak diperoleh dengan melanggar dan tidak tunduk pada kewajiban
kerahaslaan spa pun.

PASAL 18
KEPEMIUKAN DATA PAN DOKUIlEN

1. Semua dokumen yang dihasilkan dari pekefjaan ini, baik yang berupa hardcopy (termasuk barang
barang cetakan) dan softcopy (termasuk file dan disket) dan termasuk hak-hak yang melekat pads
dokumen tersebut, termasuk hak kekayaan intelektual tanps ada yang dikecualikan rOata dan
Dokumen·), menjadi hak milik PtHAK PERTAMA. PlHAK KEDUA wajib menyerahkan semua Data dan
Dokumen tersebut kepada PlHAK PERTAMA pada waldu yang d~alapkan PlHAK PERTAMA.

2. Dengan mengingat ketentuan mengenai kerahasiaan dan ketentuan lain yang beriaku, PIHAK KEDUA
dHzinkanuntuk menggandakan dan menyimpan salinan atau fotocopy dari setiap Oata dan Ookumen,
Laporen dan Deliverables untuk keperiuan administrasi.

3. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada PIHAK PERTAMA, semua Data dan Ookumen yang
berasal dari PlHAK PERTA-MA, baik yang dalam bentuk cetakan, eleldronik maupun bentuk isinnya
paling lambat pads saat berakhimya perjanjian inj atau pada waldu lain yang dltetapi(an oleh PIHAK
PERTAMA.

PASAL 19
FORCEMAJEURE

1. PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dituntut untuk setiap keterlambatan atau
kegagalan dalsm pelaksanaan perjanjian inj, yang secara langsung diakibatkan 0100 sebeb atau
keadaan diluar kendali dan kemampuan PARA PlHAK seperti bencana alam, kebakaran, banjir,
pernogokan umum, perang, pemberontakan, revofusi, makar, hun.rhara, terorisme, wabahfep;demic,
termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh
pemertntah ("FoIr;e Maj8ure,.

2. Apabila karena alasan keadaan tersebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini salah satu pihak tidak dapat
melaksanakan kewajibannya. maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahu pihak yang lain
secara tertulis mengenai keadaan-keadaan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) han kalendef setetah
terjadinya Force Majeure itu dengan melampirkan surat keterangan resmi atau informasi atau bukti lain
yang dikelvarkan atau diumumkan dari pejabat yang berwenang.

3. Jika batas waktu yang disebutkan dalam ayat 2 (dua) pasal Inl terlampaui, maka PIHAK PERTAMA
berhak menoIak pengajuan Fotce Majeure tersebut

4. Pihak yang mengalami Force Majeure harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan
pefjanjian jnj paling lambat7 (tujuh) hari kalender sete1ahForceMajeuf9 tersebut berakhir.

5. Keadaan Force Majeure yang menyebabkan ketertambatan pelaksanaan petjanjian ini baik sebagian
maupun seluruhnya tidak merupakan alassn untuk pengakhiran atau pernbatalan perjanjian akan tetapi
hanya merupakan keadaan yang menangguhkBnpetjanjian sampai keadaan Force Majeure berakhir.

6. ApabHa keadaan Force Majeure ber1angsungberlarut-tarut Ieblh dari 30 (tiga puluh) han kaiender,
PIHAK PERTAMA dapat meoghentikan pefjanjian secara sepihak dengan mengirimkan pemberitahuansees,. lertulis kepada PIHAK KEDUA.

PASAL20
PEWTU§ANI PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri perjanjisn apabila PIHAK KEOUA ter1ambatatau tidak dapat
memenuhi salah satu atau lebih kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

2. Seroua ongkos, biaya dan kerugian yang didertta PIHAK PERTAMA akibat pengakhiran Surat
Perjanjian ini sebagaimana d~r dalam ayat 1 (satu) pasal inj ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

3. Delam hal pe~anjian ini diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, maka
pengakhiran tersebut tidak membebaskan ewajiban masing-masing pihak yang belum di~ikan
yang telsh timbol sebelum Surat PerjanJ~n i berakhir
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pihak ketiga atau siapa pun yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun, kecuali sebagaimana
diperbolehkan berdasarkan Perjanjian ini.

2. PARA PIHAK dengan ini setuju bahwa Informasi Rahasia merupakan milik dari Pihak Pemberi
Informasi. Tidak ada sabJ ketentuan pun dalam Pefjanjian ini yang memberikan pengertian atau
penafsiran, atau dapat ditafsirkan bahwa setiap Informasi Rahasia yang diberikan. dildrimkan atau
diungkapkan oJeh Pihak Pemberi Informasi adalah bentuk dari pengalihan kepemllikan, hibah.
pemberian opsi, atau pemberlan lisensi hak kekayaan intelektual atas Informasi Rahasia.

3. Dengan diberikan atau diungkapkannya lnformasi Rahasia cleh Pihak Pemberi Informasi. Pihak
Penerima Informasiwajib untukmelakukan hal-halsebagai berikut ;
3.1. Tidak mempergunakan Informasi Rahasia seisin untuk keperluan pe£aksanaanPerjanjian ini;
3.2. Memahami sepenuhnya bahwa Informasi Rahasia yang diterima oIeh Pihak Penerima Informasi

dapat merupakan informasi yang wajib dirahasiakan berdasarkan Perjanjian ini dan peraturan
perundang-undangan yang berfakU senfngga Plllak Penetima InformaSf harus menJaga
kerahasiaannya sesuai Perjanjian ini dan peraturen perundang-undangan;

3.3. Tidak mempergunakan Informasi Rahasia untuk melakukan upaya apa pun yang dapat
merugikan Pihak Pemberi Informasi dan tidak, dengan cara melawan hukum atau dengan cara
yang tidak etis, mempergunakan lnformasi Rahasia untuk keuntungan dlrinya sendin, dan
pejabat, direktur, komisarls, karyawan, penasihat, konsuttan, dan personil Penerima Informasi
Rahasia ("Personil") atau pihak lain;

3.4. Mernastikan bahwa seturuh Personil juga menjaga kerahasiaan dan Informasi Rahasia minimal
sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjjan- in;, dengan ketentuan bahwa Pihak
Penerima Informasi tetap bertanggung jawab secara penuh terhadap Pihak Pemberi Informasi
atas pefanggaran Perjanjian ini oleh setiap Personil;

3.5. Melakukan dan memastikan dilakukannya langkah-langkah wajar yang perlu dilakukan oleh
Pihak Penertma Il'lformasidan/alsu Personil, untuk memastikan kerahasiaan Informasi Rahasia;

3.6. Ttdak membukalmengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga kecuali sebelumnya
telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak Pembefi Informasi;

3.7. Melepaskan Pihak Pemberi Informasi dari segala benbJk pertanggungjawaban dan untuk itu
Pma"-Penenma Informasi bertanggung iaWab eta. penyalahgunaan Infoonasi Rahasia termasuk
apabila terdapat tuntutan ganti kerugian atas dilanggamya Informssi Rahasia sepanjang
disebabkan oleh kesalahanlketalaian Pihak Penerima Informasi danJatauPersonilnya;

3.8. Membuat agar seluruh Informasl Rahasia termasuk informasi dan catatan-catatanlrekaman
rekaman lain yang diboat oleh Pihak Penenma Informasi dari lnformasi Rahasia tersimpan dan
terpelihara daJam tempat penyimpanan yang layak dan aman serta terpisah dari dokumen
dokumen dan catatan-catatan lrekaman-rekaman lain Pihak Penerima Infonnasi dan melindungi
setiap Infonnasi Rahasia dalsm bentuk apa pun yang berada pacta Pihak Penerima Informasi;
dan

3.9. Akan segers memberitahukan kepada Pihak Pemberi Informasi selambat-Iambatnya dalam
waktu 14 (ampat belas) han Kerja sejak ditemukan setiap penggunaan atau pengungkapan yang
tidak berwenang dan Informasi Rahasia oleh Pihak Penerima Informasi dan/atau Personil atau
setiap petanggaran lain dari Pefjanjian ini oleh Pihak Penerima Informasi danlatau Persenil. dan
akan melakukan semua upaya tecbaik untuk melindungi atau mengemba1ikan kepada Pihak
Pemberi Infonnasi, materi manapun yang memuat Informasi Rahasia, dan mengambil langkah
langkah yang dipertukan dengan biaya sendin dalam memperbaikl, mencegah, menghentikan,
dan/atau mengurangi konsekuensi dan penggunaan atau pengungkapan yang tidak berwenang.

4. Ketentuan pelindungan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Passl ini berlaku dan mengikat
PARA PIHAK selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat meskipun
Peljanjian ini telah berakhir.

5. Ketentuan Perjanjian inl tidak mencegah pengungkapan Infonnasi Rahasia oleh PT Bank Rakyat
Indonesia (Persefo) Tbk sejauh pengungkapan tersebut dilakukan sehubungan dengan kepatuhan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Tertepas dari ketentuan yang diatur di daJam Pasal ini, PARA PfHAX memahpmi bahwa informasi
sebagai berikut bukan merupakan Infonnasi Rahasia, yaitu informasi yang :
6.1. Merupakan atau menjadi inforrnasi publik selain sebagai suaw akibat langsung atau tidak

langsungdari petanggaranoteh Pihak Penerima Informasi terhadap Pasal ini; atau
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4. PARA PIHAK dengan ini mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengenai perlunya putusan hakim untuk pengakhiran atau pembatalan petjanjian.

PASAL21
PENYELESAIAN PERseUSlHAN

1. Pe~anjian ini dan segala aldbatoya bJnduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia.

2. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan
pelaksanaan perjan~an ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu selambat
lambalnya 30 (liga puluh) hari kalende'.

3. Apabila dengan cars musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini
tidak tercapai, maka PARA PlHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui
PengadilanNagan Jakarta Pusat.

PASAL22
SURA! MENYURAT

1. Kecuali ada tambahan alamat atau ditentukan lain deism perjanjian samua surat-menyurat atau
pemberttahuan antara PARA PIHAK sehubungan dengan perjanjian inl dilakukan secara tertulis
melalui pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir)/kurir intem PARA PIHAK atau melalui faksimili
dan dialamatkan kepada sebagai berikut :
1.1. PIHAK PERTAMA

PI Bonk Rakyat In_1o (Porsero) Till<
Procurement & Logistic Operation Division (PLD Division)
Gadung Menara BRILisN Lantai 2 & 9
Jalan Gatot Subroto Kav.64 NO.l77A Jakarta Selatan 12870
Telp. (021) 80825000 ext. 5242
PI Blnk Rakyat Indoneoll (P."..ro) Tbk
Fixed A_ Management & Procurement Policy Division (PLM Division)
Gedung Menara BRILiaN lantai 8
Jalan Gatot Subroto Kav.64 NO.l77A Jakarta Selatan 12870

1.2. PIHAK KEDUA
PIAbell Jaya Integra
Sahid SudirmanCenter Lantai 11
Jalan Jenderal Sudinnan NO.86 Jakarta Pusat 10220
Telp. (021) 80631639

2. Suratlpemberttahuandianggap telah diterima
2.1. Da1amwaktu 5 (lima) hari ke~a setEriahsuratlpembelitahuan tersebut dlkirim melalui pos tercatat

atau,
2.2. Pada saat suratlpemberitahuan itu diJtirimkanapabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau

melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud
dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda teMma yang ditanda-tangani PARA PIHAK atau
wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dart personil masing-masing pihak di bagian
penerimaan surat.

2.3. Jika PARA PlHAK bermaksud mengubah alamat di daJamayat 1 (satu) passl ini, PARA PIHAK
harus memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14
(empat belas) hari kerja sebeium tefjadinya perubahan alamat tersebut.

PASAL23
LAIN-I,AIN

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam petjanjian ini maupun perubahan yang perlu
dilakukan terhadap peljanjian Ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan 'PARA PIHAK yang
dituangkan dalam Pefjanjlan Tambahan yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan
perjanjian ini.
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2. Semua lampiran yang disebut dalam perjanjian ini dan atau surat-sural yang berhubungan dengan
perjanpanini merupakan saw kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

3. Perjanjian ini hanya dlbuat dalam Bahasa Indonesia.
4. Sebelum ditandatanganinya perjanjlan, PARA PIHAK wajlb membaca dan memahami dengan

seksama setiap ketentuan yang terdapat di dalam perjanjian inl. Sehubungan dengan hal tersebut,
PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan gugatan atau tunMan
hukum apapun berdasarkan pada dalih tidak membaca, tidak memahami dan atau ac1anya
kesalahpahamanmengenai arti atau maksud isi perjanjian ini.

5. Apabila di dalam perjanjian ini terdapat perbedaan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang
lain atau antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain, maka yang bertaku adalah ketentuan
yang menguntungkan PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA segera mungkin meminta keputusan PIHAK
PERTAMA mengenai ketentuan mana yang berlaku. Dalam hal tefjadi hal demikian, dengan atau
tanpa pennintaan dart PIHAK KEDUA. PARA PlHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA adatah satu
satunya pihak yang bef11akmemutusIcan keteotuan mana akan diberfakukan. Keputusan PlHAK
PERTAMA tersebul wajib disampaikan kepada PlHAK KEDUA secara_.

PASAL24
~

t. Perjanjian ini mulai bertaku dan mengikaI PARA PlHAK sejak tarwal ditf!rt>itkannya SPK
No. 430000339S-PlOffGPIPTTJ02I2024 tarwal15 Februari 2024.

2. Biays-biaya yang dikeluarkan PARA PlHAK daIam rangka penyusunan petjanjian ini menjadi beban
masing-masing pihak. kecuali untuk baa materai menjadi beban PIHAK KEDUA.

3. Perjanjian ini dibuat dalsm rangkap 2 (dua), di mana rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sarna. RangI<ap perIama dipegang oIeh PlHAK PERTAMA. sedang
rangkap keduampegang oleh PlHAK KEDUA.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani o&eh PARA PIHAK di bawah ini pads han, tanggal. bulan
dan tahun sebagaimana tersebut pertama kali di atas.

PIHAK PERTAMA
l( PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk ,/'

PlHAKKEDUA
PT ABDI JAVA INTEGRA

SVAFRI RAKHMAT
OIVISION HEAO
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